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Abstract: A woman who ends her marriage bond is obliged to give iddah. It means to determine status of uterus and avoid mixing the child's nasab. This is different from the iddah of the jahiliyah tradition which is characterized by dehumanization of women, both in terms of time and place of implementation.

Feminists consider Iddah as a form of marginalization of women because it only applies to them and does not apply to men. The problem is “What is the essence of Iddah in the humanization of women and what are the Feminist arguments against Iddah that need reinterpretation in realizing the principle of equality before the law?”

Syarī'ah Iddah upholds the humanization of women. Feminists view the Iddah law in al-Ahwāl al-Syakhṣiyah, UUP and KHI as a product of patriarchal culture that marginalizes women so it needs to be reinterpreted in the equality spirit before the law. Equal rights and obligations in the feminist version of law, does not necessarily generalize the equal position between men and women in Allah's law, because by nature they are created with different bodily and emotional characters, moreover if it is enforced it will be bringing people out of the aqidah is called infidel.
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Abstrak: Seorang wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya diwajibkan beriddah.
Iddah bertujuan mengetahui status rahimnya dan terhindar dari percampuran nasab anak. Hal ini berbeda dengan iddah tradisi jahiliyah yang bercorak dehumanisasi wanita, baik tenor waktunya maupun tempat pelaksanaannya. 
	
Kalangan feminis menganggap bahwa Iddah sebagai bentuk marginalisasi kaum wanita karena hanya berlaku pada mereka dan tidak berlaku pada kaum pria. 

Rumusan masalahnya: Bagaimana esensi Iddah dalam humanisasi kaum wanita dan Bagaimana argumentasi Feminis terhadap Iddah yang perlu reinterpretasi dalam mewujudkan prinsip equality before the law?

Kesimpulan: Pertama, Syarī’ah Iddah menjunjung tinggi humanisasi kaum wanita dalam kehidupan berkeluarga, pelaksanaannya yang manusiawi dan tujuan utamanya mengetahui status rahimnya dan menghindari percampuran nasab anak; Kedua, Feminis memandang hukum Iddah dalam al-Ahwāl al-Syakhṣiyah, UUP maupun KHI adalah produk budaya patriarkhi yang memarginalkan kaum wanita sehingga perlu direinterpretasi dengan semangat equality before the law. Persamaan hak dan kewajiban di mata hukum versi feminis, tidak serta merta menjeneralisir persamaan kedudukan antara pria dan wanita di mata hukum Allah, karena secara kodrati mereka diciptakan dengan karakter tubuh dan emosional yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga bila hal itu dipaksakan akan memunculkan manusia keluar dari kodratnya yang dalam aqidah disebut kafir.

Kata Kunci: Iddah, Humanisasi dan Keadilan hukum.
Pendahuluan
Syarī’ah Iddah dalam Islam merupakan identitas yang melekat pada kaum wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya baik dengan ṭalāq raj’ī, ṭalāq bāin maupun fasakh-nya perkawinan.
Secara historis, Iddah mengalami perubahan baik tenor waktunya maupun tata cara pelaksanannya. Iddah sebelum Islam, digambarkan bahwa seorang wanita mengucilkan diri di suatu tempat dari keluarganya selama setahun, ditemani seekor hewan dengan meninggalkan segala bentuk aktifitas dan busana serta penampilan yang menarik, sehingga pada akhir periode iddah tersebut penampilannya dengan rambut gimbal yang penuh dengan kutu rambut dan pakaian yang kumuh.  Latarbelakang pengucilan diri wanita tersebut tidak semata karena berakhirnya ikatan perkawinannya saja akan tetapi juga bila salah satu keluarga meninggal dunia.
Ketika Islam datang, Syarī’ah Iddah memiliki performa baru dengan menghormati hak-hak kemanusiaan seorang wanita, seperti pada wanita yang beriddah pada ṭalāq raj’ī, maka masih berhak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya dan tidak demikian pada ṭalāq bāin. Begitu pula tenor waktunya yang relatif lebih pendek dari sebelum Syarī’ah Islam, yaitu kisaran Sembilan puluh hari hingga serratus tiga puluh hari. Bahkan Maqāṣid al-Syarī’ah dari Iddah dijelaskan rahasia di balik Syarī’ah tersebut, di antaranya adalah untuk mengetahui kondisi rahim wanita dan agar tidak tercampurnya keturunan.
Nuansa berbeda datang dari kalangan Feminis yang memandang Syarī’ah Iddah sebagai dehumanisasi kaum wanita dan memarginalkan mereka dalam tataran equality before the law. Mereka berargumen bahwa manusia yang paling baik di sisi Allah SWT., adalah mereka yang paling baik kualitas taqwanya.
Dari dua pandangan yang antagonis ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana esensi Syarī’ah Iddah dalam humanisasi kaum wanita?
2. Bagaimana argumentasi Feminis terhadap Syarī’ah Iddah yang perlu reinterpretasi dalam mewujudkan prinsip equality before the law?
		Makalah sederhana ini mencoba menjawab dua permasalahan tersebut di atas dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengakomodir pemikiran bahwa hukum adalah given di satu sisi dan adanya realitas hukum yang mengatakan bahwa perubahan peran dan kontribusi seseorang dan atau masyarakat mengakibatkan perubahan pada hak dan kewajibannya.
Dimensi  humanisasi dan iddah
Humanisasi adalah memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia lain dengan melawan tiga hal: pertama, dehumanisasi atau tidak memperlakukan manusia sebagai entitas manusia karena faktor teknologis, ekonomis, budaya, atau negara; kedua, agresivitas karena faktor kolektif, dan kriminalitas; ketiga, loneliness atau hilangnya hak-hak pribadi seseorang.[footnoteRef:2] [2:  Kuntowijoyo, ‘Pengertian Humanisasi Liberasidan’ http://hardikadwihermawan.blogspot.com/2011/07/ pengertian-humanisasi-liberasidan. [accessed 12 February 2021].] 

Dehuminisasi adalah potensi kemampuan untuk tidak memperlakukan manusia selayaknya manusia dengan meninggalkan   nilai-nilai moral, kebaikan, dan tak lagi memiliki toleransi serta bermuara pada tindakan yang merendahkan manusia lain tanpa ada rasa peduli, simpati bahkan empati. [footnoteRef:3] [3:  Evelyn Ochi, ‘Mengenal Dehumanisasi, Kemampuan Tidak Memanusiakan Manusia Yang Perlu Diwaspadai’, 2018 https://journal.sociolla.com/lifestyle/mengenal-dehumanisasi/ [accessed 16 February 2021].] 

Beberapa kalangan baik dari human right dan feminis mensinyalir bahwa dehumanisasi hingga saat ini masih terjadi dengan mengatasnamakan suatu tradisi, agama maupun superioritas kelompok tertentu.[footnoteRef:4]  [4:  Ibid.] 

Secara historis, iddah[footnoteRef:5] merupakan tradisi Jahiliyah[footnoteRef:6] yang disinyalir sebagai marginalisasi dan dehumanisasi wanita pada masa pra-Islam yang dibebankan terhadap kaum wanita setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Arab pra-Islam yang secara sadis menerapkan apa yang dikenal dengan iddah ala mereka,[footnoteRef:7]  dimana bila seorang wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di suatu tempat yang terpisah jauh dari keluarganya selama setahun penuh.[footnoteRef:8]  Dalam masa pengasingan itu, wanita tersebut tidak diperkenankan memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosokkan kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadis, begitu busuknya bau badan wanita yang ber-iddah tersebut, sehingga tak seorang pun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar dari tempat pengasingannya dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya. Naifnya, tradisi ini tak berlaku bagi kaum laki-laki.[footnoteRef:9] [5:  Memang terdapat kontroversi tentang apakah pada masa jahiliyah ada masa iddah setelah terjadi perceraian. Sebagian peneliti ada yang mengatakan ada, dan sebagian yang lain mengatakan tidak ada. Mereka yang berpendapat terakhir mengatakan bahwa seorang perempuan yang telah dicerai di mana ia dalam keadaan hamil, bisa langsung melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, dan melahirkan di rumah suaminya yang baru tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak suaminya yang baru, walaupun ia hamil karena suaminya terdahulu. Menurut mereka, Islamlah yang menetapkan adanya iddah. Baca Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Terjemahan Farid Wajidi Dan Cici Farcha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2007), h.12.]  [6:  Muhammad Kholil, ‘Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan’, Jurnal Al- Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke-Islaman, Vol 5 No 2 (2018) https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.66-75.]  [7:  Syah Waliyullah al-Dahlawiy, Hujjah Allah Al-Bālighah, (Beirut: Dar Ihya al-’Ulum, 2002), h.377.]  [8:  Muhammad bin Idris al-Syāfi’i, Al-Umm (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h.247.]  [9:  Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur`ān (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h.194.] 

Realitas kehidupan masyarakat Jahiliyah[footnoteRef:10] yang memposisikan wanita laksana barang yang dapat ditransaksikan dan diwariskan, secara perlahan Islam melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar.  [10:  Sayyid Quṭub berpendapat dalam melaksanakan islamisasi masyarakat Jāhiliyah melaui tiga perspektif: Perspektif teks (naql), konteks (nalar) dan kontekstualisasi (falsafah dakwah). Perspektif teks (naql), melihat ayat-ayat tentang tema masyarakat  jahiliyah, dalam konteks (nalar) dengan mengkaitkan ayat-ayat jahiliyah dalam praktek kejahiliahan yang terjadi di Mesir pada saat itu, dan dalam kontekstualisasi adalah melakukan analisis tajam tentang ide jahiliyah yang dimaksudkan oleh Al-qur’ān. M. Fajrul Munawwi, ‘Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭub Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer’, Jurnal Dakwah Media Komunikasi Dan Dakwa, 11.1 (2011), 73. Qurtubi, jaziri,] 

Adapun esensi iddah adalah tenor waktu tunggu bagi wanita setelah batalnya atau  putusnya ikatan perkawinan atau  kematian suaminya atau menghilangnya suami dengan tujuan  untuk mengetahui bekas perkawinan terdahulu dan status rahimnya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT., dan atau bela sungkawa ataskematian almarhum suaminya.[footnoteRef:11] [11:  Abdurrahman Al-Jāziri, Al-Fīqh ‘Alā Al-Mażāhib Al-Arba’Ah (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), h.393. Al-Kharsi, Syarh Al-Kharsi ‘Ala Mukhtasar Al-Khalil Al-Kharsi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2005), h.12. Wazarat al-Awqāf Wa al-Syuūn Al-Islāmiyah, Al-Mausū’ah Al-Fīqhiyah (Kuwait: Matabi’ Dār al-Ṣafwah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 2003), h.304. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibnu Al-Ābidin, Radd Al-Mukhtar Ala Al-Durar Al-Mukhtar Fī Syarh Tanwir Al-Absār; Hāsyiah Ibnu Abidin (Beirut: Dar Al-Fikr, 2012), h.520.] 

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu setelah berakhirnya ikatan perkawinan bagi wanita dan dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan martabat wanita serta diberi peluang untuk menikah lagi setelah batas waktu tunggu berakhir dan bukan termasuk tirkah yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Berikut pandangan fuqahā, terkait dengan iddah.[footnoteRef:12] [12:  Imani Jaafar-Mohammad and Charlie Lehmann, ‘Women ’s Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce’, Journal of Law and Practice’s William Mitchell, Vol 4.Article 3 (2011), h.8.] 


Konstrusi Iddah dalam al-Ahwāl al-Syakhṣiyah 
 Pada QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang merupakan dalil disyarī’ahkannya iddah, didahului dengan sabab al-nuzūl, sebagai berikut:
 عَنْ أَسْمَأَ بـِنـْتِ يَزيْدِ بْنِ الْسَكَنَ الْأنَـْصَارِيَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: طُلِّقْتُ عَلىَ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ ( والمطلقات يتربصن ... الخ ) (أخرج أبو داود و ابن حاتم).[footnoteRef:13]. [13:  Jalāluddin Abd al-Rahmān bin Abi Bakar al-Suyūṭi, Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Hadisah, 2012), h.36.] 

Sabab al-nuzūl lainnya mengimformasikan bahwa pada masa Jahiliyah para isteri yang tidak jujur menutupi status dirinya yang hamil seolah tidak hamil, lalu setelah tenor waktu iddahnya berakhir iapun menikah lagi dengan pria lain dan tidak lama berselang  melahirkan.  Inilah cikal-bakal perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga bila mantan suami tidak mengakui bahwa itu anaknya, maka teraniayalah bayi yang tidak bersalah itu disebabkan ibunya tidak jujur ketika masih dalam iddah. Kasus lainnya adalah isteri berbohong bahwa tenor waktu iddahnya yang sudah habis dengan mengatakan bahwa dirinya masih dalam kondisi haid. Tujuannya agar suaminya tetap memberi belanja kepadanya selama ia tetap dalam iddah, maka turunlah QS. Al-Baqarah: 2:  228-232, yang melarang isteri yang dicerai menyembunyikan apa yang terjadi dalam rahimnya.[footnoteRef:14]	 [14:  Henderi Kusmidi, ‘Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan’, Jurnal Ilmih Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Vol 4.No 1 (2017), h.38.] 

Adapun QS. Al-Baqarah [2]: 228:
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
Mufassirūn memahami QS. Al-Baqarah [2]: 228 bahwa para wanita yang mengakhiri ikatan perkawinan mereka, maka wajib melaksanakan iddah selama selama tiga qurū’. Kewajiban tersebut didasarkan pada makna kata” یتربصن” yang berupa jumlah Khabariyah atau kalimat berita tetapi bermakna insyāiyah atau kalimat perintah yang semakna dengan ” لیتربصن”. Dengan pengertian perintah tersebut, maka dilālah al-āyah lilwujūb bagi para wanita yang berakhir ikatan perkawinannya dengan beriddah.[footnoteRef:15] Mufassirūn juga sepakat tentang kewajiban iddah tersebut dan memiliki pendapat yang beragam dalam memahami makna kata “قرء”. Hal ini dilatarbelakangi oleh kandungan makna kata tersebut yang lebih dari satu makna atau musytarak, yaitu suci dan atau haid.  [15:  Ahmad al-Hāsyimiy, Jawāhir Al-Balāghah Fī Al-Ma’ānī Wa Al-Bayān Wa Al-Badī’ (Damaskus: Maktabah Dar al-Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah, 2011). Muhammad Ali Sayis, Tafsīr Al-Āyāt Al-Ahkām (Beirut: Dār al-Fikr, 2010) h.138.] 

Adapun berdasarkan dalil iddah, maka parameter iddah dapat dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut: 
a. Iddah dengan ukuran haid atau suci “قرء”;
b. Iddah dengan hitungan bulan; dan
c. Iddah dengan hitungan hingga melahirkan.[footnoteRef:16] [16:  Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h.7173-7174.] 

Adapun rincian ketentuan hukum iddah bagi wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya adalah sebagai berikut:[footnoteRef:17] [17:  Mustara Razali, ‘Analysis of Islamic Legal Rulings Relating to Women Activites during Waiting Period (Iddah) of Revocable Divorce (Talaq Raj’ie) According to Muslim Jurists’, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari Universiti Sultan Zainal Abidin, 2020, 280–81 https://doi.org/https://doi.org/10.37231/ jimk.2020.21.1.478.] 

 a. Wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya karena ṭalāk atau fasakh dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (qabla al-dukhūl), maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan iddah, QS.  al-Ahżāb [33]: 49;[footnoteRef:18] [18:  QS.  al-Ahżāb [33]: 49:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا . ] 

b. Wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba’da al-dukhūl), maka wajib untuk menjalankan ‘iddah, QS. Al-Baqarah [2]: 228;
c.  Wanita mengakhiri ikatan perkawinan karena ṭalāk atau fasakh dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk beriddah selama tiga qurū’, dalilnya QS. Al-Baqarah [2]: 228. Adapun wanita yang belum haid atau sudah tidak haid karena menopause, masa iddahnya adalah tiga bulan berdasarkan QS. al-Ṭalāq [65]: 4;[footnoteRef:19] [19:  QS. al-Ṭalāq [65]: 4:
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا.  ] 

d. Wanita mengakhiri ikatan perkawinan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya berdasarkan QS. al-Ṭalāq [65]: 4;	
e. Wanita mengakhiri ikatan perkawinan karena ṭalāk atau fasakh yang biasa disebut dengan al-muthallaqah yang penjelasannya telah disebutkan pada bagian a-d dan ditinggal mati oleh almarhum suaminya atau al-mabtūtah, [footnoteRef:20] bila dalam kondisi hamil, maka iddahnya hingga melahirkan, berdasarkan keumuman makna dari QS. Al-Ṭalāq [65]: 4. Adapun al-mabtūtah yang tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari, berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 234;[footnoteRef:21] [20:  Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwi, Al-Syarh Al-Ṣaghīr ‘Alā Aqrab Al-Masālik Ila Mazhab Imam Malik Ma’a Hāsyiah Al-Ṣāwi (Beirut: Dār al-Ma’arif, 2003), h.681-682.]  [21:  QS. Al-Baqarah [2]: 234:
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ .] 

Adapun ijmā’ adalah para sahabat Nabi SAW.,  fuqahā’ klasik hingga masa kini mengemukakan kesepakatan mereka  bahwasannya iddah merupakan kewajiban dan tidak dibenarkan untuk ditinggalkan bagi wanita yang mengakhiri masa ikatan perkawinannya.[footnoteRef:22] [22:  Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtāj, Tahqīq: Muhammad Khalil Aitani (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1418), h.448. Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafī bin al- Nujaim, Al-Bahr Al-Raīq Syarh Kanz Al-Raqāiq (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007), h.384. Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtāj (Kairo: Dār al-Kurub al-Misriyah, 2001), h.129.] 

Suatu ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid selalu dibatasi oleh beberapa ketentuan, diantaranya adalah sebuah kaiddah umum yang sering digunakan sebagai koridor dalam melakukan ijtihad, sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk62453895]لَا مَسَاغَ لِلاجْتِهَادِ فِيْهِ نَصٌّ صَرِيْحٌ قَطْعِىٌّ. [footnoteRef:23] [23:  Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Uṣul Al-Fiqh (Kairo: Dār al-Qalam, 2008), h.201.] 

Adapun sebagai contoh adalah QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang  iddah bagi wanita yang mengakhiri  ikatan perkawinan membolehkan rujū’ dalam ṭalāk raj’ī, QS. Al-Baqarah [2]: 234 tentang masa iddah bagi al-mabtūtah, dan QS.  Al-Ahzāb [33]: 49 tentang tidak ada kewajiban iddah bagi wanita yang mengakhiri ikatan pernikahan sebelum sempat melakukan al-jimā’. Berdasarkan pada indikasi ketiga ayat tersebut, dapat dipahami bahwa lapangan ijtihad hanya pada dua hal, yaitu sesuatu yang tidak ada naṣ-nya sama sekali, dan sesuatu yang ada naṣ-nya tapi tidak pasti.[footnoteRef:24] Hal senada juga dikemukakan al-Syātibī[footnoteRef:25] bahwa wilayah tersebut adalah persoalan-persoalan yang belum dijelaskan oleh naṣ qaṭ’i.[footnoteRef:26]  [24:  Ibid. ]  [25:  Imam Al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Ahkām (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h.86-89.]  [26:  Qaṭ’i al-Wurūd atau al-ṡubūt adalah naṣ-naṣ yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir. Dalam hal ini, Alqur’ān dari segi keberadaannya adalah termasuk dalam kategori qaṭ’i al-wurūd atau al-ṡubūt. Hal ini didasarkan bahwa Alqur’ān sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan keberadaannya. Safī Hasan Abū Ṭālib, Taṭbīq Al-Syarī’ah Al Islāmiyah Fī Al-Bilād Al-‘Arabiyah (Kairo: Dār al Nahḍah al-Arabiyah, 1990), h.62.] 

[bookmark: _Hlk62454538]Sedangkan persoalan hukum yang sudah berstatus qaṭ’i dilālah[footnoteRef:27]nya, maka tidak ada ruang sedikitpun bagi penggunaan akal sehingga bukan menjadi wilayah garapan ijtihad. Adapun yang dimaksud dengan naṣ qaṭ’i, memiliki tujuh kriteria, sebagai berikut:  [27:  Qaṭ‘i al-dilālah adalah lafaz naṣ yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut, mencakup tiga makna: 
1) Dalil yang maknanya jelas dan tidak mengandung ta’wīl, serta tidak ada jalan lain memahami artinya kecuali itu, contoh: QS. Al-Ikhlāṣ [112]: 1: قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ;
2) Ayat-ayat tentang hukum waris yang mengandung pembagian harta pusaka yang jelas bagi tiap-tiap ahli waris sebagai contoh: QS. al-Nisā’ [4]: 12:  وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ 
3) Ayat-ayat Alqur’ān yang menjelaskan kadar hukuman had atau delik pidana yang telah tercantum jelas mengenai kuantitas dan kualitasnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, h.216. dan Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl Al-Fiqh (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 2007), h.36.
Sedangkan kriteria lain dari qaṭ‘i al-dilālah jika mencakup dua hal yaitu:
1) Mengandung nilai aqiddah Islam, seperti:  Iman kepada Tuhan, ke-Esaan-Nya, percaya malaikat-MalaikatNya, percaya pada Kitab-kitabNya, percaya kepada para Rasul-Nya, percaya kepada hari kemudian;
2) Lafaz itu mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip moral yang utama atau al-Akhlāq al-Karimah, seperti:  Menegakkan keadilan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturrahim dan menepati janji. Muhammad Adib ṣalih, Tafsīr Al-Nuṣūṣ Fī Al-Fiqh Al-Islāmi (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 2009), h.171.] 

a. Redaksi yang dimaksud bukan kata yang bersifat ganda atau musytarak;
b. Redaksinya juga bukan kalimat metaforis atau majāz;
c. Redaksinya tidak mengandung peralihan makna atau ta’wīl;
d. Redaksinya tidak mengandung makna pengkhususan atau takhṣīṣ;
e. Redaksinya tidak mengandung hukum nāsikh dan mansūkh;
f. Redaksinya tidak mengandung unsur keterkaitan dengan syarat tertentu dalam pemberlakuannya atau taqyīd;
g. Redaksinya tidak bertentangan dengan logika atau manthīq.[footnoteRef:28] [28:  Ibid., h. 13-16] 

Ketiga ayat yang menjadi dalil dari iddah, baik QS. Al-Baqarah [2]: 228, 234 dan QS.  Al-Ahzāb [33]: 49, memenuhi kiriteria dari suatu dalil yang qaṭ’i dilālah,  kecuali pada bagian kecil dari QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang kata “قروء ”  yang bermakna musytarak, antara haid dan suci yang secara esensial tidak menghilangkan dan atau mengurangi tenor waktu iddah bagi seorang wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya. 
Mahmūd Syalṭūt[footnoteRef:29] memiliki pemikiran yang senada dengan uṣūliyūn lain, yaitu bahwa naṣ Alqur’ān yang dikemukakan dalam teks yang pasti dan tegas maksudnya serta tidak ada pengertian lain, maka tidak diberlakukan ijtihad, seperti perintah ṣalāt , membayar zakat, larangan zina dan larangan memakan harta secara batil. Ia juga menegaskan tentang status ayat-ayat qaṭ’iyah, dengan mengatakan bahwa bagi siapapun yang menyanggahnya dan mengingkarinya, maka perbuatannya mengindikasikan ia keluar dari agama Islam atau kafir.[footnoteRef:30]  [29:  Mahmud Syalṭut, Al-Islām Aqīdah Wa Syarī’ah (Beirut: Dār al-Qalam, 1996), h.240.]  [30:  Ibid.] 

Iddah dalam hukum positif 
Hukum Positif[footnoteRef:31] dalam  bagian ini maksudnya  adalah hukum perdata dan hukum Perdata Islam yang secara terminologi  umumnya adalah norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan perwakafan.[footnoteRef:32] Adapun rinciannya  adalah sebagai berikut:  [31:  Hukum positif atau Ius Constitutum, adalah hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.127-128.]  [32:  Yulia, Hukum Perdata (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), h.02.] 

Pertama, Ktab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memuat dua pasal yang terkait dengan masa tunggu bagi mereka yang mengakhiri ikatan perkawinannya dalam Pasal 33 dan 34, sebagai berikut: 
Pasal: 33: 
Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.[footnoteRef:33] [33:   KUHPerdata Pasal 199: Perkawinan bubar:
1. Oleh kematian;
2. Oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan 
     baru istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab 18; 
3. Oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai 
    dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini; 
4. Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.  ] 

Pasal 34: 
Seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.
Kedua pasal mengindikasikan secara jelas bahwa masa tunggu berlaku bagi pria dan wanita yang mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tenor wantu kepada mantan suami selama satu tahun atau tiga ratus enam puluh lima hari dan kepada mantan istri selama tiga ratus hari. Tujuan masa tunggu adalah untuk menghindari keraguan dalam status anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan berikutnya.
Kedua, Undang-undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP. Pasal 11 UUP hanya mengimformasikan tentang adanya ketentuan jangka waktu tunggu bagi wanita setelah berakhirnya ikatan perkawinan.[footnoteRef:34] Adapun rinciannya dijelaskan pada PP No.9 Tahun 1975, bab VII, pasal 39, sebagai berikut: [34:  Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi Dengan UU No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Fatwa-Fatwa MUI) (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.29.] 

1. Iddah bagi wanita cerai mati selama 130 hari atau empat bulan sepuluh hari;
1. Iddah bagi janda cerai ṭalāk adalah 90 hari (3 kali quru’) baik yang datang bulan maupun yang tidak datang bulan lagi;
1. Iddah bagi wanita cerai ṭalāk dalam posisi hamil adalah hingga melahirkan anaknya;
1. Tidak ada iddah bagi janda cerai ṭalāk yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan mantan suaminya;
1. Ketentuan waktu mulai berlakunya iddah bagi wanita cerai ṭalāk adalah sejak jatuhnya putusan perceraian di Pengadilan Agama dan bagi wanita cerai mati adalah sejak hari kematian almarhum suaminya.
Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang waktu Iddah pada Buku I Bab XVII dengan judul: Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua: Waktu Tunggu, yang termuat dalam pasal 153-155, kongklusinya adalah: 
1. Iddah bagi seorang wanita cerai mati baik ba’da al-dukhul maupun qabla al-dukhul adalah 130 hari;
1. Seorang wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, baik dia masih mengalami menstruasi maupun sudah memasuki fase manoupuse, masa iddahnya 90 hari;
1. Seorang wanita yang sedang hamil dan terjadi perceraian baik dengan cara ṭalāk maupun dengan kematian suaminya dan atau setelah terjadi ṭalāk lalu suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya hingga melahirkan anaknya;
1. Seorang wanita yang putus perkawinannya karena perceraian dan qabla al-dukhūl, maka tidak ada iddah baginya;
1. Iddah dihitung mulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama bagi cerai ṭalāk dan khulu’ dan sejak kematian suami bagi al-Mabtūtah;
1. Iddah bagi wanita yang mengalami haid dan ketika manjalaninya tidak haid karena sedang menyusui, maka berlaku masa iddah tiga kali waktu haid;
1. Iddah bagi wanita yang mengalami haid dan ketika manjalaninya tidak haid karena monopouse, maka iddahnya satu tahun.
Dari ketiga hukum positif tersebut di atas dapat dipahami bahwa perbedaan yang mendasar adalah adanya pelaksanaan masa tunggu bagi pria maupun wanita setelah berakhirnya ikatan perkawinan dalam KUHPerdata yang dalam UUP dan KHI masa tunggu hanya berlaku bagi kaum wanita.

CLD KHI sebagai buah pemikiran Feminisme 
Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik  dan ideologi  yang bersinergi untuk mencapai kesetaraan gender di lingkup sosial, ekonomi dan politik. Feminisme berpandangan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat selalu memprioritaskan dan mengunggulkan kaum pria ketimbang wanita. Upaya untuk mengubah dan memerangi stereotip gender adalah dengan membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara antara pria dan wanita.[footnoteRef:35] [35:  Wikipedia bahasa Indonesia, ‘Feminisme’ https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme [accessed 17 February 2021].] 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 25 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984.[footnoteRef:36]  [36:  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women or CEDAW.] 

Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW, pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap wanita di segala bidang pembangunan yang disinyalir dapat mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. 
Kalangan fiminis juga berpendapat bahwa hukum positif khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia masih sarat dengan pasal-pasal yang mendiskriditkan wanita baik dalam UUP No. 1 tahun 1974 maupun KHI. 
Ketika Kementrian agama berniat meningkatkan status hukum KHI dari INPRES menjadi Rancangan Undang­Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada DPR RI pada tahun 2003, maka  pada tanggal 4 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Jender Departemen Agama RI atau POKJA PUG Kementrian Agama menggulirkan naskah tandingan RUU HTPA yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam  atau CLD-KHI.[footnoteRef:37] Tujuannya menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan tentang Hukum Keluarga Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam adalah agar mengakomodir  nilai-nilai demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan Jender dalam kontek ke Indonesiaan.[footnoteRef:38] [37:  Adapun konsep Pemikiran CLD KHI dari KHI Inpres No 1991 terdiri dari tiga bidang hukum: Hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan yang rinciannya adalah sebagai berikut: 
1) Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, agenda dan cita-cita hukum CLD KHI, serta metode dan mekanisme pembahasan hukum yang telah dilakukan TIM CLD-KHI; 
2) Bab II Naskah Akademik dengan judul: “Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang pluralis dan demokratis”, yang inti kontennya adalah menjelaskan argumentasi-argumentasi bersifat filosofis, sosiologis, yuridis maupun teologis latar belakang CLD KHI muncul. Pada tataran praktis, dijelaskan tentang landasan filosofis dan prinsip dasar penyusunan CLD KHI; 
3) Bab III Materi Counter Legal Draft KHI Baru terdiri dari:
a. Buku I: RUU Hukum Perkawinan Islam, memuat 19 bab 116 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal;
b. Buku II: RUU Hukum Kewarisan Islam, memuat 8 bab, 42 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal;
c. Buku III: RUU Hukum Perwakafan Islam, memuat 5 bab, 20 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal. Nispul Khairi, ‘Pemikiran Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan: Analisis CLD KHI-KHI Inpres No 1/1991’, Jurnal Consilium FakultasDakwah Dan Komunikasi IAIN Sumatra Utara, Volum 1.Nomer 1 (2014), h.5.]  [38:  Marzuki Wahid, Pembaman Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru Dalam Pendekatan Fiqih Studi Kasus CLD-KHI Dalam Generasi Baru Peneliti Muslim Di Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan Program PIES 2008-2009 (Purwokorto: Australia - Indonesia Institut, 2010), h.4-7.] 

CLD KHI dalam perspektif Jender dilatarbelakangi pemikiran bahwa tradisi fikih Islam didominasi pemikiran patriarkhi.[footnoteRef:39] Hukum Islam yang dipahami, diyakini dan diamalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkhis dimana kaum pria selalu menjadi pusat kuasa dan misogini,[footnoteRef:40]  sering dianggap wajar dalam produk penafsirannya selalu bias Jender. Fenomena dan pandangan yang demiklan itu sesungguhnya terjadi pula dikalangan kaum kristian.[footnoteRef:41] [39:  Abu Rokhmat and Sulistiono Susilo, ‘Conceptualizing Authority of the Legalization of Indonesian Women’s Rights in Islamic Family Law’, Journal of Indonesian Islam, Volum 11.Number 02 (2017), h.489.]  [40:  Mesogini adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak wanita. Misogini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah wanita, kekerasan terhadap wanita, dan objektifikasi seksual wanita. Kebencian terhadap wanita dapat ditemukan dalam banyak mitologi dari dunia kuno serta berbagai agama. Wikipedia bahasa Indonesia, ‘Misogini’ https://id.wikipedia.org/wiki/Misogini [accessed 14 February 2021]. ]  [41:  Cholis Akbar, ‘Kerancuan Metodologi Draft KompilasI Hukum Islam’ http:/ www.hidayatullah.com [accessed 14 February 2021].] 

Adapun secara ringkas hal-hal latarbelakangi munculnya CLD KHI adalah sebagai berikut:
a. KHI yang diajukan Departemen Agama RI untuk ditingkatkan statusnya menjadi RUU HTPA, pada bagian Buku Ketiga tentang Perwakafan telah ditetapkan menjadi UU Nomer 41 tahun 2004 Tentang Perwakafan. Perubahan tersebut perlu direspon;[footnoteRef:42] [42:  Ibid., h. 29] 

b.  KHI merupakan sumber hukum yang telah menjadi rujukan para hakim Pengadilan agama, Pejabat KUA dan sebagian masyarakat. Selain mudah dipahami terurai dalam bentuk pasal, KHI Inpres memberikan kepastian hukum karena menawarkan pilihan hukum dalam perspektif fiqh mażab;
 c. Terdapat beberapa kelemahan materi KHI, sebagai berikut: Pertama, kelemahan pokok pada rumusan visi dan misi, terdapat beberapa pasal KHI bertentangan dengan prinsip dasar Islam universal seperti: al-Musawwah, al­ukhuwah, al-'adālab, dan lainnya; Kedua, sejumlah pasal tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Konvensi internasional yang telah diratifikasi. Seperti: Hasil amendemen UUD 1945, UU No 7 /1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No 39/1999 tentang HAM UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan; Ketiga, pada aspek metodologi masih terlihat replika hukum fiqh fuqahā’ klasik, belum mencerminkan kerangka kontruksi hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. [footnoteRef:43] [43:  Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 sasaran. Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan untuk mencapai kesetaraan jender serta memberdayakan semua wanita dan Anak perempuan dengan lima sasaran, sebagai berikut: 
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi;
Menghapuskan segala bentuk kekerasan;
Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan;
Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan Memastikan bahwa semua wanita dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi. Department of Economic and Social Affairs, ‘THE 17 GOALS’ https://sdgs.un.org/goals [accessed 17 February 2021].

] 

Adapun perbandingan konten KHI dan CLD KHI dalam bidang perkawinan penyajiannya dalam tabel untuk memudahkan mengkomparasikan keduanya, sebagai berikut:

	NO
	Topik
	KHI
	CLD KHI

	1
	Perkawinan
	Pelaksanaan Perkawinan merupakan ibadah (Pasal 2)
	Perkawinan bukan dipandang ibadah melainkan muamalah, sebagai kontrak, maka harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 2).

	2
	Wali Nikah 
	Merupakan Rukun Perkawinan (Pasal 7)
	Bukan merupakan Rukun Perkawinan; Diperlukan bagi mereka yang yang belum cakap bertindak hukum (Pasal 6-7).

	3
	Pencatatan Nikah
	Tidak termasuk rukun nikah.
	Termasuk rukun nikah dan mewajibkan pemerintah untuk mencacat perkawinan (Pasal 6).

	4
	Saksi wanita dalam pernikahan
	Wanita tidak dibolehkan menjadi saksi
	Wanita boleh menjadi saksi perkawinan sebagaimana laki-laki (Pasal 11)

	5
	Batas minimal usia perkawinan
	Batas minimal adalah19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (Pasal 15)
	Batas minimal adalah 19 tahun tidak membedakan antara calon suami maupun istri (Pasal 7)

	6
	Perkawinan seorang gadis (Wanita yang belum pernah menikah)
	Berapapun usianya, seorang gadis dikawinkan oleh eali atau pihak yang mewakilinya (Pasal 14)
	Ketika usia 21 tahun, ia dapat menikahkan diri sendiri (Pasal 7)

	7
	Mahar
	Diberikan oleh calon suami kepada calon istri (Pasal 30)
	Bisa diberikan oleh calon istri kepada suami atau sebaliknya sesuai dengat adat (pasal 16)

	8
	Kedudukan suami kepada istri
	Suami adalah kepala rumah tangga sedang istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 80 ayat 4)
	Kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara (Pasal 49), suami atau istri bisa menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama

	9
	Pencari nafkah
	Kewajiban suami (Pasal 60 ayat 4)
	Kewajiban bersama suami-istri (Pasal 51)

	10
	Perjanjian masa perkawinan
	Tidak diatur
	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersama dengan berakhirnya masa perkawinan yang disepakati (Pasal 22, 28 dan 56 poin a)

	11
	Kawin beda agama
	Tidak diperbolehkan secara muthlaq
	Diperbolehkan selama untuk mewujudkan tujuan perkawinan

	12
	Poligami
	Hukumnya boleh dengan sejumlah persyaratan (Pasal 5-59)
	Hukumnya tidak boleh, haram lighairihi (Pasal 3)

	13
	Iddah 
	Hanya berlaku untuk istri (Pasal 153)
	Berlaku untuk suami-istri (Pasal 88)

	14
	Iddah akibat cerai 
	Didasarkan setelah terjadi dukhūl (Pasal 153)
	Didasarkan pada terjadinya akad bukan pada terjadinya dukhūl (Pasal 88)

	15
	Ihdād (Berkabung)
	Hanya berlaku pada istri (Pasal 170)
	Berlaku untuk suami dan istri (Pasal 112)

	16
	Nusūz
	Hanya dimungkinkan pada istri (Pasal 84)
	dimungkinkan pada suami-istri (Pasal 53 ayat 1)

	17
	Khulu’
	Adalah sebagai thalak bain sughra, sehingga tidak dapat ruju’ tetapi harus dengan akad baru (Pasal 119)
	Khulu’ dan thalak adalah sama sehingga boleh rujū’ (pada thalak raj’i), (Pasal 1 dan 59)

	18
	Hak rujū’ 
	Hanya dimiliki oleh suami (Pasal 163)
	Suami- istri memiliki hak yang sama untuk rujū’ (Pasal 105)


	
Inilah konsep yang ditawarkan kalangan feminis tanah air terhadap delapan belas materi yang menurut mereka harus didudukkan pada posisi yang sama baik pria maupun wanita sebagai realisasi ratifikasi CEDAW dalam bidang hukum keluarga. 
Naskah CLD KHI yang menjadi bahan pembanding RUU HTPA di DPR, dengan berbagai pertimbangan dibekukan oleh Kementrian Agama sehingga menjadi preseden hukum yang menyedot banyak perhatian dari praktisi maupun akademisi hukum. Terlepas dari pro dan kontra terhadap CLD KHI, yang perlu dicermati bagi akademisi adalah apa latarbelakang CLD KHI dibuat, bagaimana metode produk hukum itu dibangun dan konten pesan apa yang disampaikan, sehingga menjadi referensi kedepan dalam mengkancah model ijtihan dan produknya yang akseptebel.

Kesimpulan
1. Iddah pada masa Jahiliyah adalah ekspresi dari esensi wanita yang dianggap sebagai barang yang dapat ditransaksikan, diwariskan dan bahkan dihibahkan, sehingga ketika suami dan atau salah satu dari keluarga suaminya meninggal dunia, maka mereka akan perlakuan tidak manusiawi seperti diasingkan dari tengah keluarganya pada suatu tempat selama satu tahun dengan makanan dan pakaian yang tidak manusiawi. Islam datang dengan konnsep Syarī’ah Iddah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan kaum wanita dalam kehidupan berkeluarga.  Syarī’ah Islam tentang Iddah memposisikan kaum wanita sebagai hamba Allah SWT., yang mulia, membuat kriteria hukum iddah sesuai dengan laratbelakang berakhirnya ikatan perkawinannya, baik ṭalāq raj’ī, ṭalāq bāin maupun fasakh. Beberapa ayat Alqur’ān maupun hadis yang menjadi dasar hukum Iddah menjelaskan misinya baik untuk barāah al-rahim, ta’abbud maupun tafajju’. Ketiga misi iddah ini adalah merupakan wahana bagi kaum wanita untuk kembali berintropeksi dan menyiapkan diri dalam rangka menata masa depan pasca berakhirnya ikatan perkawinan dengan mantan suami terdahulu.  Kehidupan baru bagi kaum wanita sebagai janda dapat dilanjutkan dengan merajut perkawinan kedua kalinya dan atau tetap dengan status lama sebagai hamba Allah SWT., yang merdeka dan mandiri.
[bookmark: _GoBack]2. Kalangan Feminis tanah air memandang bahwa Syarī’ah Iddah baik dalam al-Ahwāl al-Syakhṣiyah, UUP maupun KHI adalah produk budaya patriarkhi yang secara permanen memarginalkan dan mensubordinalkan kaum wanita dalam berbagai peran publik mupun produk hukum termasuk di dalamnya hukum Iddah, sehingga perlu direinterpretasi dan diselaraskan dengan semangat equality before the law. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan menafsirkan ulang dan bahkan men-ta’wīl-kan dalil-dalil baik yang bersumber dari Alqur’ān maupun sunnah yang tidak selaras dengan semangat feminisme dan merevisi Undang-undang yang minimal sama dengan ketentuan masa tunggu wanita pada KUHPerdata. Langkah ini tentunya berhadapan dengan ṭuruq al- istinbāṭ al-Ahkām kalangan Uṣūliyūn yang berpegang tegup pada suatu asas: Tidak ada celah ijtihad terhadap hukum suatu ibadah, muamalah maupun i’tiqādiyah yang didasarkan pada dalil qaṭ’i. Adapun persamaan hak dan kewajiban di mata hukum yang ditawarkan kalangan feminis, tidak serta merta menjeneralisir persamaan kedudukan antara pria dan wanita di mata hukum Allah SWT., karena secara kodrati mereka diciptakan dengan karakter tubuh dan emosional yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga bila hal itu dipaksakan akan memunculkan manusia keluar dari kodratnya yang dalam aqidah disebut kafir, seperti yang dikemukakan oleh Muhmūd Syalṭūṭ.
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